
BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 60 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI
DI LINGKUNGAN DINAS PEI(ERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2OL6 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Cianjur, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Thgas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi di
Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Cianjur;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2oL4 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Al4 Nornor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a9al;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tawrbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2075 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679h

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2At6 Nomor ll4, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peratura:r Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);

5. Peraturan BupatioCianjur Nomor 50 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi,
Serta. Tata. Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten
Cianjur Tahun 2A16 Nomor 51);
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MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.

2. Pemerintah Daerah aCalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. sekretaris Daerah. adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Cianjur.

6. Kepala adalah Kepala Dinas Pekeq'aan Umum dan penataan Ruang
Kabupaten Cianjur.

7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dal Penataan Ruang
Kabupaten Cianjur.

8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Cianjur.

9. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat
Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten cianjur.

10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Bidang di lingkungan
Dinas Pekeg'aan umum dan Penataan Ruang Kabupaten cianjur.

1 1. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah
unit keq'a pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang yang
dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu.

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil
yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang
berwenang untuk melaksan.akan kegiatan yang sesuai dengan
profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi
Dinas Pekerjaan Umurn dan Penataan Ruang.

13. Wilayah I adalah wilayah keda meliputi ruas-ruas jalan yang berada
di Kecamatan cipanas, Kecamatan Pacet, Kecamatan sukaresmi,
Kecamatan Cugenang, Kecamatan Cikalongkulon, Kecamatan Mande,
Kecamatan Cianjur, Kecamatan Warungkondang, Kecamatan Gekbrong,
Kecamata.n Karangtengah, Kecamatan Sukaluyu, Kecamatan Ciranjang,
Kecamatan Haurwangi, Kecamatan Bojongpicung, Kecamatan cilaku,
Kecamatan Cibeber, dan KecamatBn Campaka
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(1)

(2t

(1)

14. Wilayah II adalah wilayah kerja meliputi ruas-ruas jalan yang berada
di Kecamatan Takokak, Kecamatan sukanagara, Kecamatan
campakamulya, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Kadupandak,
Kecamatan Tanggeung, Kecamatan Pasirkuda, Kecamatan cijati,
Kecamatan Leles, Kecamatan Cibinong, Kecamatan Cikadu, Kecamatan
Naringgul, Kecamatan cidaun, Kecamatan Agrabinta, dan Kecamatan
Sindangbarang.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagran Kesatu

Kedudukan

Pasal 2
Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas
yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Bagran Kedua

TUgas dan Fungsi

Pasal 3
Dinas mempunyai tugas membantu Bupati datam melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan
di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

(2) Dinas dalam melaksanaka.n tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelen ggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan,
pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraa.n urusan
pemerintahan daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang
Pekerjaan Unnum dan Penataan Ruang;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan ketentuan
dan / atau peraturan perundang-undangan;

d. pelaksanaan administrasi dinas dan pelayanan umum sesuai dengan
ketentuan dan / atau peraturan perundang-undangan ;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.
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BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur-Unsur Organisasi

Pasal 4

Unsur-unsur Organisasi Dinas terdiri atas:

a. Unsur pimpinan adalah Kepala;

b. Unsur pembantr.l pirnpinan adalah Sekretaris;

c. Unsur pelaksana adalah Kepala Bidang, Kepala Seksi,. Kepala Subbagian,
UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsiond.l.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

a. Kepala.

b. Sekretariat, membawahkan:

b.1. Subbagran Perencanaan;
b.2. Subbagran Keuangan;
b.3. Subbagtan Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Teknik, membawahkan:

c.1. Seksi Jasa Konstruksi;
c.2. Seksi Bina Teknik;
c.3. Seksi Sistem Informasi dan Data Base.

d. Bidang Sumber Daya Air, mernbawahkan:

d. L. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
d.2. Seksi Konstruksi Sumber Daya Air;
d.3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.

e. Bidang Pembangunan Jalan, membawahkan:

e.1. Seksi Perencanaan Pembangunan Jalan;
e.2. Seksi Pembangunan Jala:r Wilayah I;
e.3. Seksi Pembangunan Jalan Wilayah II.

f. Bidang Preservasi Jalan, rnembawahkan:

f.1. Seksi Perencanaan Preservasi Jalan;
f.2. Seksi Preservasi Jalan Wilayah I;
f.3. Seksi Preservasi Jalan Wilayah II.

g. Bidang Bangunan Gedung, membawahkan:

g.1. ,Seksi Perencanaan Bangunan Gedung;
g.2. Seksi Konstruksi Bangunan Gedung;
g.3. Seksi Pengendalian Bangun&r Gedung.



h.

J.

(1)

(2)

Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan, membawahkan:
h. 1. Seksi Penataan Ruang;
h.2. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
h.3. Seksi Pengenclalian Pemanfaatan Ruang.

UPTD.

Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagran Kesatu

Kepala '

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan dan penetapan Rencana Strategis, Rencana Kerja
Tatrunan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas;

b. penyusunan dan penetapan Lapora:r Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas;

c. penyusunan dan penetapan laporan penerapan dan pencapaian
Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pemerintahan bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

d. perumusan kebijakan teknis, administrasi, dan pelaksanaan kegiatan
pengelolaan di bidang Pekedaan Umum dan Penataan Ruang;

e. penyelengglaraafi ur"usan pemerintahan dan pelayanan teknis
operasional bidang Pekerjaan Urnum dan Penataan Ruang;

f. penyelenggaraarl pengelolaan aparatur sipil negara, keuangan,
perlengkapan, urusan tata usaha, barang milik daerah/negara,
rumah tangga, dan penatausahaan Dinas;

g. penyelengaraan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi
pelaksanaan kegiatan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

h. penyelenggaraan pembinaan teknis administrasi terhadap
pengelolaan UPTD;

i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan bidang tugasnya.



Bagran Kedua

Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
(2) Sekretaris sebagaimana dinnaksud pada ayat (1) mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan
kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan program,
evaluasi dan pelaporan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan,
kepegawaian serla pengelolaan keuangan.

{3} untuk "melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (21,
Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program ke{a dan rencana anggaran Sekretariat;
b. pengkoordinasian clan penyusunan rencana strategis, program serta

kegiatan dan anggaran dinas;

c. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan
umum pemerintah daerah di bidang Pekeq'aan Umum dan Penataan
Ruang;

d. pengelolaar urusan administrasi umum, rumah tangga, hubungan
masyarakat dan keprotokolan ;

e. pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian penyusunan
bahan pembinaan pegawai, dan pengelolaan administrasi keuangan;

f. pengkoordinasian penyiapan bahan rancangan produk hukum,
pendokumentasian peraturan perundang-undangan sesuai dengan
ketentuan dan / atau peraturan perundang-undangan ;

g. pengkoordinasian dan penyusuna.n evaluasi, laporan pelaksanaan
program dan kegiatan dinas;

h. pengelolaan perpustakaan, data dan sistem informasi manajemen
pelaksanaan prograrrl dan kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan
dan/ atau peraturan perundang-undangan;

i. pelaksanaan fasili.tasi penilaian prestasi kerja di linglungan dinas;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi keq'a

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Sekretaria!

k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(a) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

S ekretariat membawahkan :

a. Subbagian Perencanaan;
b. Subbagian Keuangan;
c. Subbagian Umurn dan Kepegdwaian.
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Paragraf 1

Subbagian Perencanaan

Pasal 8

(1) Subbagran Perencanaan dipimpin oleh seorarlg Kepala Subbagian.
(2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

tugas membantu Sekretaris dalam memimpin penyiapan bahan
penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan program dan anggaran dinas.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Subbagian Perencanaan rnenyelenggarakan fungsi:

a. penlusunan rencana kegiatan Subbagian Perencanaan;

b. penyiapan dan penyusunan Rencana Strategis {Renstra) dan Rencana
Kerja Tahunan (RKT) Dinas;

c. penyiapan dan pen)rusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA),
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas;

d. penyiapan dan penyusunan Peneta.pan Kinerja (Tapkin);

e. penyiapan dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ),
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sebagai bahan
pertanggungj awaban kegiatan dinas;

f. penyusunan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan
Minimal (SPM) urlrsan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang;

g. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);

h. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat
(SKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan
secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;

i. penyusunan laporan. dan dokumentasi pelaksanaan program dan
kegiatan;

j. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan
kegiatan dinas;

k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Subbagian Perencanaan;

1. pelaksanaan evalu.asi dan pelaporan kegiatan
Subbagian Perencanaan ;

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai d.engan tugas dan fungsinya.
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Paragrat 2

Subbagian Keuangan

Pasal 9

(1) Subbagan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.
(2) Kepa1a Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

tugas memba.ntu Sekretaris dalam memimpin penyiapan bahan
pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan
pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan,
pengelolaan aset serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
b. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggarall pendapatan

dan belanja tidak langsung serta belanja langsung;
c. pelaksanaan penatausahaan dan perbendaharaan keuangan

anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung;
d. pelaksanaan per{rusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan

daerah serta pernbayarannya;
e. pelaksanaan penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran

Langsung (SPP-LS) pengadaan barang dan jasa yang disampaikan
oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

f. pelaksanaan penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran
Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan
Uang (SPP-TU) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS)
gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta penghasilan lainnya
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran;

g. penghimpunan dan penyiapan bahan penyusunan konsep Surat
Keputusan Kepala Dinas tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan
Pembantu Bendahara;

h. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan
tahunan;

i. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah
sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan;

j. penyusunan rencana umum pengadaan barang/jasa, rencana
kebutuhan dan pengadaan perlengkapan, peralatan serta inventaris
dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-
undangan;

k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Subbagian Keuangan;

1. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan;
m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Paragraf 3

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal L0

(1) Subbagran Umum dan
Kepala Subbagian.

Kepegawaian dipimpin oleh seorang

Kepala 5s5foagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas membantu Sekretaris dalam memimpin pelaksanaan pengelolaan
urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi,
pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor,
penyelenggaraa.n urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi,
serta pengelolaan urusa.n administrasi kepegawaian, .pembinaan jabatan
fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Kepala
Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencara kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. pelaksanaan pemberian pelayanan tata naskah dinas, humas dan

protokol, kearsipan, kepustakaan, surat-menyurat, dan alat tulis unit
kerja;

c. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan
pemeliharaan data. kepegawaian di lingkungan dinas;

d. pelaksanaan penyi.apan pegawai untuk mengikuti pendidikan/
pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;

e. pelaksanaan fasilitasi penyiapan rerlcana pegawai yang akan
mengikuti ujian dinas dan ijin/tugas belajar;

f. pelaksanaan penyiapan administrasi kepegawaian, meliputi usul
kenaikan pangkat, Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil,
Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai, usul
kebutuhan formasi, mutasi/penempatan staf, pembinaan pegawai,
Kenaikan Ga.ji Berkala (KGB), usul pensiun, cuti dan registrasi
kepegawaian;

g. pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan
kantor meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban, dan keindahan
lingkungan dinas;

h. penyiapan bahan rancangan produk hukum, pendokumentasian
perat-uran perundang-undangan sesuai dengan ketentuan dan/atau
peraturan perundang-undangan ;

i. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan urusan perpustakaan,
informasi dan d.okumentasi dinas;

j. pelaksanaan fasilitasi penilaian prestasi keq'a di lingkungan dinas;
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di Lingkungan
Subbagian Umum dan Kepegawaian;

1. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum dan
Kepegawaian;

m. pelaksanaan tugas kedinasan. lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan tu.gas dan fungsinya.

{21

(3)
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(21

(3)

Bagian Ketiga

Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Teknik
Pasal 11

(1) Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Teknik dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang.

Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam memimpin penyusunan pemmusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, prograrn dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi dan bina teknik.
untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat {21, Kepala
Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Teknik menyelensgarakan fungsi:
a. penyusunan" program kerja dan rencana anggaran Bidang Jasa

Konstruksi dan Bina Teknik;
b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis

di bidang Jasa Konstruksi dan Bina Teknik;
c. penyiapan dan penyajian data dan informasi mengenai potensi serta

permasalahan di Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Tekrik;
d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis dinas

di Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Teknik;
e. pelaksanaan pernbinaan di bidang Jasa Konstruksi dan Bina Teknik;
f. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi

di lingkungan dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas
pembinaan jasa konstruksi dan bina teknik;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Bidang Jasa Konstruksi clan Bina Teknik;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Jasa
Konstruksi dan Bina ?eknik;

i. pelaksanaan tngas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (3),
Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Telcrik membawahkan:
a. Seksi Jasa Konstruksi;
b. Seksi Bina Teknik;
c. Seksi Sistem Informasi dan Data Base.

Paragraf 1

Seksi Jasa Konstruksi

Pasai 12

(1) Seksi Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

(2) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dFlam memimpin penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, frogram dan Legiatan 

-serta 
fasilitasi

pelaksanaan pembinaan. teknis bidang jasa konstruksi.

(4)
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(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(21, Kepala
Seksi Jasa Konstruksi men5relenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Jasa Konstruksi;
b. penyusunan bahan kebijakan pembinaan jasa konstruksi terhadap

penyedia jasa, penggunajasa, dan masyarakat;
c. penyebarluasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan

jasa konstruksi;

d. pelaksanaan pemberian informasi tentang ketentuan keteknikan,
keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga
kerja, serta ta.ta lingkungan setempat;

e. pelaksanaan pelatihan, bimbingarr teknis dan penyuluhan jasa
konstruksi tenaga terampil untuk penyedia jasa konstruksi;

f. penyusunan bahan pertimbangan dalam penerbitan izin usaha jasa
konstruksi;

g. pelaksanaa"n penyebarluasan ketentuan perizinan pembangunan;
h. pelaksanaan pengawasarl tertib usaha, penyelenggaraa.n, dan

pemanfaatan jasa konstruksi;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi keda

pelaksanaan tugas bawah.an secara berkata di lingkungan Seksi Jasa
Konstruksi;

j. pelaksanaan evatruasi dan pelaporan kegiatan Seksi Jasa Konstruksi;
k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Bina Teknik

Pasal 13

(1) Seksi Bina Teknik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
(2) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas

membantu Kepala Bi<lang dalam memimpin penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan pembinaan teknis bidang pekedaan umum.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {21, Kepala
Seksi Bina Teknik menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina Teknik;
b. pelaksanaan penyusunall bahan norrna, standard, prosedur, dan

petunjuk teknis bidang pekeq'aan umum dan penataan *arg;
c. pelaksanaan pengkajian serta penelitian dan pengemballgan

telinologi bidang pekerjaan umum;
d. pelaksanaan bimbingan, penyuluhar, serta pendidikan dan pelatihan

bagi aparatur Dinas dan pem?ngku kepentingan di biddng pekerjaan
umum dan penataan ru€Lng;
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e. penyiapan bahan kebijakan penyusunan harga satuan dasar bidang
pekerjaan umum dan penataan ruang;

f. pelaksanaan penyusunan bahan rekomendasi perizinan pemanfaatan
bagian-bagian jal'ingan irigasi, drainase dan sungai;

g. penyiapan bahan pertimbangan penyusunan sistem jaringan irigasi;
h. penyiapan bahan pertimbangan pemberian izin, rekomendasi dan

dispensasi pemanfaatan bagian-bagran jalan;
pelaksanaan penyusunan bahan kajian kelaikan fungsi jalan;
penyiapan bahan perlimbangan penyusunan sistem jaringan, fungsi,
kelas dan status jalan;

k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Seksi Bina Teknik;

l. pelaksanaan eval.uasi dan pelaporan kegiatan Seksi Bina Teknik;
m. pelaks€Lnaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Sistem Informasi dan Data Base

Pasa1 14

(1) Seksi Sistem Informasi dan Data Base dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi.

Kepala Seksi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan
fungsi membantu Kepala Bidang dalam memimpin penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan data base bidang
pekerjaan umum dan penataan ruang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Seksi Sistem Informasi dan Data Base menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Sistem Informasi dan Data Base;

b. pelaksana.an penJrusunan bahan prosedur dan petunjuk teknis
Sistem Informasi dan Data Base bidang Pekerjan Umum dan
Penataan Ruang;

c. pelaksanaan pengelotraan sistem informasi dan data base Bidang
Pekerjaan Urnum dan Penataan Ruang;

d. pelaksanaan pengelolaan data jaringan irigasi dan sumber air, dan
jaringan jalan;

e. pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraarl Leger Jalan;

f. pelaksanaan pengelolaan data bangunan gedung;

g. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi
di lingkungan dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas
pengelolaan sistem informasi" dan data base bidang pekerjaan umum
dan penataan ruang;

1.

j.

(2)

(3)
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h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan ttrgas bawahan secara berkala di ringkungan
Seksi Sistem Informasi dzur Data Base;

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Sistem Informasi
dan Data Base;

j. pelaksanaan trrgas ked"inasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Sumber Daya Air
Pasal 15.

(1) Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
(2) Kepara Bidang sebagairnana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas

Kepala Dinas dalam memimpin penyusunan perumusan dan
pelaksanaan kebiiakan teloris, program dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan pembinaan teknis pengelolaan, pengembangan dan
pengusatraan sumber daya air.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan prograrn kerja dan renc€rna anggaran Bidang Sumber

Daya Air;

b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
di bidang sumber daya air;

c. penyiapan dan penyqiian data dan informasi mengenai potensi serta
permasalahan di bidang sumber daya air;

d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis dinas di
bidang sumber daya air;

e. pelaksanaa.n pembinaan di bidang sumber daya. a.ir;

f. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi
di lingkungan dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas
pembinaan teknis pengelolaan, pengembangan dan pengusahaan
sumber daya atr;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi keq'a
pelaksanaan tugas bawaha.n secara berkala di lingkungan Bidang
Sumber Daya Air;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Sumber Daya
Air;

i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(a) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat {3),
Bidang Sumber Daya Air membawahkan:

a. Seksi Perencanaatr Sumber Daya Air.
b. Seksi Konstruksi Sumber Daja Air.
c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
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(1)

t2t

(3)

Paragraf 1

Seksi Perencanaan Sumber Daya Air
Pasal 16

seksi Perencanaan surnber Daya Air dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi.

Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam memimpin penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan pernbinaan teknis pererlcanaan sumber daya air.
untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Seksi Pqrencanaan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencara kegiatan Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
b. pelaksanaan penyusunan perencanaan program pengembangan dan

pengelolaan jaringan irigasi serta pemanfaatan sumber daya air;
c. pelaksanaan kegiatan studi, survey, investigasi, dan desain

bangunan/jaringan irigasi, dan sumber daya air;
d. pelaksanaan pengelolaan data survey, investigasi, dan desain

bangunan/jaringan irigasi, dan sumber daya air;
e. pelaksanaan penyusunan bahan pembinaan teknis survey,

investigasi, dan desain bangunan/jaringan irigasi, dan sumber daya
air;

f. pelaksanaan penyusunan bahan dan melaksanakan kajian
lingkungan bangunan/jaringan irigasi, dan sumber daya air;

g. pelaksanaan koordinasi., konsultasi dengan unit organisasi
di lingkungan dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas
Perencanaan Sumber Daya Air;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi keda
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Perencanaan
Sumber Daya Air;

j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Konstruksi Sumber Daya Air
Pasal 17

(1) Seksi Konstruksi Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
(2) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang dalam memimpin penyiapan bahan
perumusan keb{jakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan pernbinaan tekrris kgnstruksi sumber daya air.



15

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
seksi Konstruksi sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:
a. penyusun€ul rencana kegiatan Seksi Konstruksi Sumber Daya Air;
b. penyiapan bahan perumusan keb{jakan teknis konstruksi sumber

daya air;

c. pelaksanaan pengelolaan data konstruksi bangunan/jaringan irigasi
dan data sumber daya air;

d. pelaksanaan penyusunan bahan pembinaan teknis konstruksi
bangunan/jaringan irigasi, dan sumber daya air;

e. pelaksanaan konstruksi bangunan/jaringan irigasi, dan sumber daya
air; 

"

f. pelaksanaan fasilitasi bantuan teknik pembangunan, peningkatan,
dan rehabilitasi, bangunan/jaringan irigasi, dan sumber daya air;

g' pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi
di lingkungan dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas
konstruksi sumber daya air;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Seksi
Konstruksi Sumber Daya Air;

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Konstruksi
Sumber Daya Air;

j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Biclang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
Pasal 18

Seksi Operasi dan Pemelihaan Sumber Daya Air dipimpin oleh seorallg
Kepala Seksi.

Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam memimpin penyiapan bahan
perumusan kebijakan teluris, program dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan pembinaan teknis operasi dan pemeliharaan sumber daya
air.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Seksi operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air menyelenggarakan
fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Operasi dan Pemeliharaan
Sumber Daya Air;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan operasi
dan pemeliharaan sumber daya air;

c. pelaksanaan pengelolaan daQ operasi bangunan/jaringan irigasi dan
sumber daya air;

(1)

(21

(3)
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d. pelaksanaan penJrusunan bahan kebijakan penanganan pekerjaan
darurat bangunan/janngan irigasi dan sumber d*yu. "i., Jerta
pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dan sumber daya air;

e. pelaksanaan sosialisasi pembinaan tekrris operasi dan pemeliharaan
bangunan /jaringan irigasi dan sumber daya air, serta- penanganan
pekerjaan darurat bangunan/jaringan irigasi dan sumb.r daya.ir;

f. pelaksanaan penyusunan bahan pembinaan teknis keq'asama
pengelolaan bangunan/iaringan irigasi, dan sumber daya air;

g. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi
di lingkungan dinas dan/atau lembaga tain yang terkait dengan tugas
Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;

h. pelalisanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Operasi d.an
Pemeliharaan Sumber Daya Air;

j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pembangunan Jalan
Pasal L9

(1) Bidang Pembangunan Jalan dipimpin oleh seorang Kepa1a Bidang.

(2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam mernimpin penyusunan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan pembinaan teloris bidang pembangunan jalan.

(3) Untuk melaksanakan trtgas sebagaimana dimaksud pada ayat l2), Kepala
Bidang Pembangunan Jalan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program keq'a dan rencana anggararl
Bidang Pembangunan Ja1an;

b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan keb{iakan teknis
di bidang pembangtrnan jalan;

c. penyiapan dan penyajian data dan informasi mengenai trrctensi serta
permasalahan di bidang Pembangunan Jalan;

d. penyiapan bahan koord.inasi pen5rusunan keb{jakan teknis dinas
di bidang Pembangunan Jalan;

e. pelaksanaan pembinaan teknis operasionat di bidang Pembangunan
Jalan;

f. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi
di lingkungan dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas
Bidarrg Pembangunan Jalan ;
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g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi keda
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Bidang Pembangunan Jalan;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Pembangunan
Jalan;

i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(a) Dalam rnenyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (3),
Bidang Pembangunan Jalan membawalrkan:

a. Seksi Perencanaan Pembaxgunan Jalan;
b. Seksi Pembangunan Jalan Wilayah !;
c. Seksi Pembangunan Jalan Wilayah II.

Paragraf 1

Seksi Perenca:raan Pembangunarl Jalan

Pasal 2O

(1) Seksi Perencanaan Pembangunan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi.

(2) Kepala Seksi ssfoegaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam memimpin penyiapan bahan
perumusax keb{iakan telanis, program dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan pembinaan teknis perencanaan pembangunan jalan.

{3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {21, Kepala
Seksi Perencanaan Pernbalgunan Jalan menyelenggarakan fungsi:

a. pen5rusunan rencana kegiatan Seksi Perencanaan Pembangunan
Jalan;

b. pelaksanaan perlrusunan perencanaan program pembangunan/
peningkatan jalan, periengkapan jalan dan bangunan pelengkap
jalan;

c. pelaksanaan kegiatan studi, survei, investigasi, dan disain
pembangUnan/peningkatan jalan, perlengkapan jalan dan bangunan
pelengkap jalan.

d. pelaksanaan pengelolaan data survei, investigasi, dan disain
pembangunan/peningkatan jalan, perlengkapan jalan dan bangunan
pelengkap jalan;

e. pelaksanaan pen5rusunan bahan pembinaan tekrris survei,
investigasi, dan disain pembanggnan/peningkatan Jalan,
perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap jalan;

f. pelaksanaan penyusunan bahan dan melaksanakan kajian
lingkungan jalan;

g. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi
dilingkungan dinas dan/atau lernbaga lain yang terkait dengan tugas
perencanaan pemball gunan irl* ;
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h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerl'a
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Seksi Perencanaan Pembangunan Jalan;

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Perencanaan
Pembangunan Jalan;

j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pembangunan Jalan Wilayah I
Pasal 21 

.

(1) Seksi Pembangunan Jalan Wilayah I dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi.

(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala .Bidang dalam rnernimpin penyiapan bahan
perumusan kebdakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan pembinaan tekrris pembangunan jalan wilayah I.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {2}, Kepala
Seksi Pembangunan Jal.an Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembangunan Jalan
Wilayah I;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan jalan
wilayah I;

c. pelaksanaan pengelolaan data pembangunan/peningkatan jalan,
perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap jalan wilayah I;

d. pelaksanaan penyusunan bahan pembinaan teknis pembangunafi/
peningkatan jalan, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap jalan
wilayah I;

e. pelaksanaan kebiiakan pembangunan/peningkatan jalan,
perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap jalan wilayah I;

f. pelaksanaan fasilita.si bantuan teknik pembangunan/peningkatan
jalan, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap jalan wilayah I;

g. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi
di lingkungan dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas
pembangunan jalan wilayah I;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Seksi Pembangunan Jalan Wilayah I;

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pembangunan
Jalan Wilayah I;

j. pelaksanaan hlgas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

,
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Paragraf 3

Seksi Pernbangunan Jalan Wilayah II

Pasal 22

(1) Seksi Pembangunan Jalan Wilayah II dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi.

(2) Kepafa Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam memimpin penyiapan bahan
perumus€ul kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan pembinaan teloris pembangunan jalan wiLayah II.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Seksi Pembangunan Jalar Wilayah II menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembangunan Jalan

Witayah II;
b. penyiapan bahan perurlusan kebijakan telois pembangunan jalan

wilayah II;
c. pelaksanaan pengelolaan data pembangunan/peningkatan jalan,

perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap jalan wilayah II;

d. pelaksanaan pen5rusunan bahan pembinaan teknis pembangunan/
peningkatan jdan, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap jalan
wilayah II;

e. pelaksanaan kebijakan pembangunan/peningkatan jalan,
perlengkapan jala-tr dan bangunan pelengkap jalan wilayah II;

f. pelaksanaan fasilitasi bantuan teknik pembangunan/peningkatan
jalan, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap jalan
wilayah II;

g. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi
di lingkungan dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas
Pembangunan Jalan Wilayah II;

h. pelaksanaan rnonitoring, evaluasi dan penilaian prestasi keda
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Seksi Pembangunan Jalan. Wilayah II;

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pembangunan
Jalan Wilayah II;

j. pelaksanaan tuga,s kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagran Keenam

Bidang Preservasi Jalan

Pasal 23

(1) Bidang Presewasi Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

(2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tuga's
membantu Kepala Dina.s dalam memimpin penyusunan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan pembinaan teknis bidang preservasi jalan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bidang Preservasi Jalan menyelenggarakan fungsi:
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a. penyusunan program kerja dan rencana anggaran Bidang Preservasi
Jalan;

b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
di bidang Preservasi Jalan;

c. penyiapan dan penyajian data dan informasi mengenai potensi serta
permasalahan di bidang Preservasi Jalan;

d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis dinas
di bidang Preservasi Jalan;

e. pelaksanaan pembinaan teknis operasional di bidang Preservasi
Jalan;

f. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi
di lingkungan dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas
preservasi jalan;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berka.la di lingkungan
Bidang Preservasi Jalan;

h. pelaksanaan evalua.si dan peiaporan kegiatan Bidang Preservasi
Jalan;

i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(a) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (3),
Bidang Preservasi Jalan Wilayah membawahkan:

a. Seksi Perencanaan Presenrasi Jalan;
b. Seksi Presenrasi Jalan Wilayah I;
c. Seksi Preservasi Jalan Wilayah II.

Paragraf 1

Seksi Perencanaan Preseruasi Ja1an

Pasal 24

(1) Seksi Ferencanaan Preservasi Jalan dipimpin oieh seorang Kepala Seksi.

(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam memimpin penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, prograrn dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan pembinaan teknis perencanaan preservasi jalan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Kepala
Seksi Ferencanaan Preservasi Jalan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusuna.n rencana kegiatan Seksi Perencanaan Preservasi Jalan;

b. pelaksana.an penyu$unan perencanaan program presen/asi jalan
meliputi kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan periodik,
rehabilitasi, rekonstruksi jalan dan bangunan pelengkap jalan;

c. pelaksanaan kegiatan studi, survei, investigasi, dan disain
pemeliharaan rutin, pemeliharaan periodik, rehabilitasi, rekonstruksi
jalan dan bangunan pelengkap jalan;
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pelaksanaan pengelolaan data survei, investigasi, dan disain
pemeliharaan rutin, pemeliharaan periodik, rehabilitasi, rekonstruksi
jalan dan bangunan pelengkap jalan;
pelaksanaan penJrusunan bahan pembinaan teknis survei,
investigasi, dan disain pemeliharaan rutin, pemeliharaan periodik,
rehabilitasi, rekonstruksi jalan dan bangunan pelengkap jalan;
pelaksanaan penyusunan bahan dan melaksanakan Kajian
Linglcungan Jalan;

pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi
di lingkungarl dinas danlatau lernbaga lain yang terkait dengan tugas
perencanaEm preservasi jalan;

pelaksanaan monitori,ng, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Seksi Perencanaan Preservasi Jalan;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi perencanaan
Preservasi Jalan;
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Preservasi Jaian Wilayah I

Pasal 25
(1) Seksi Preservasi JaLan Wilayah I dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
(2) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang dalam memimpin penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan pembinaan teknis preservasi jalan wilayah I.

(3) Untuk melaksanakan tr.lgas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Seksi Preservasi Jalan Wilayah I menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Preservasi Jalan Wilayah I;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis preservasi jalan

witayah I;

c. pelaksanaan pengelolaan data pemeliharaan rutin, pemeliharaan
periodik, rehabilitasi, rekonstruksi dan penanganan pekeq'aan
darurat jalan dan bangunan pelengkap jalan wilayah I;

d. pelaksanaan penyusunan bahan pembinaan teknis pemeliharaan
rutin, pemeliharaan periodik, rehabilitasi, rekonstruksi dan
pen€Lnganan pekerjaan darurat jalan dan bangunan pelengkap jalan
wilayah I;

e. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan rutin, pemeliharaan periodik,
rehabilitasi, rekonstruksi jalan dan penanganan pekerjaan darurat
dan bangunan pelengkap jalan wilayah I;

d.

e.

h.

i.

J.
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f. pelaksanaan fasilitasi bantuan teknik pemeliharaan rutin,
pemeliharaan periodik, rehabilitasi, rekonstruksi dan penanganan
pekeq'aan daruratjalan dan bangunan pelengkap jalan wilayah I;

g. pelaksanaan koordinasi, konsulta.si dengan unit organisasi
di lingkungarl dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas
preservasi jalan wilayah I;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Seksi Preservasi Jalan Wilayah i;

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Preservasi Jalan
Wilayah I;

j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Preservasi Jalan Wilavah II

Pasal 26
(1) Seksi Preservasi Jalan Wilayah II dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
(2) Kepala Seksi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas

membantu Kepala tsidaag dalam memimpin penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan pembinaan teknis preservasi jalan wilayah II.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(21, Kepala
Seksi Preservasi Jalan Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

a. pen5rusunan rencaRa kegiatan Seksi Preservasi Jalan Wilayah II;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis preservasi jalan

wilayah II;

c. pelaksanaan pengelolaan data pemeliharaan rutin, pemeliharaan
periodik, rehabilitasi, rekonstruksi dan penanganan pekedaan
darurat jalan dan bangunan pelengkap jalan wilayah II;

d. pelaksanaan penyu$unan bahan pembinaan teknis pemeliharaan
rutin, pemeliharaan periodik, rehabilitasi, rekonstruksi dan
penanganan pekerjaan darurat jalan dan bangunan pelengkap jalan
wilayah II;

e. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan rutin, pemeliharaan periodik,
rehabilitasi, rekonstruksi dan penanganan pekerjaan darurat jalan
dan bangunan pelengkap jalan wilayah II;

f. pelaksanaan fasilitasi bantuan teknik pemeliharaan rutin,
pemeliharaan periodik, rehabilitasi, rekonstruksi dan penanganan
pekerjaan danLrat jalan dan bangunan pelengkap jalan wilayah II;

g. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi di
lingkungan dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas
preselvasi jalan wilayah iI; 

,!
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(1)

(2)

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Seksi Preservasi Jalan Wilayah II;

i. pelaksanaan evaluasi dan. pelaporan kegiatan Seksi Preservasi Jalan
Wilayah II;

j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Bangunan Gedung

Pasal 27 
.

Bidang b"rrgrn"r, Gedung dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Kepala Bidang sebagairnana dimaksud pada ayat {1) mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas da.lam memimpin penyusunan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan pembina.an teknis bidang bangunan gedung.

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepa1a
Bidang Bangunan Gedung menyelenggarakan fungsi:

a. penJrusunan program kerja dan rencana anggaran Bidang Bangunan
Gedung;

b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
di bidang bangunan gedung;

c. penyiapan dan penyajian data dan informasi mengenai potensi serta
permasalahan di bidang i:angunan gedung;

d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis dinas
di bidang bangunan gedung;

e. pelaksanaan pernbinaan teknis operasional di bidang bangunan
gedung;

f. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi
di lingkungan dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas
Bidang Bangunan Gedung;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi keq'a
pelaksanaan. tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Bidang Bangunan Gedung;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Bangunan
Gedung;

i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oteh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(a) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (3),
Bidang Bangunan Gedung membawahkan:

a. Seksi Perencanaan Bangunan Gedung;
b. Seksi Konstruksi Bangunan Gedung;
c. Seksi Pengendalian Bangunan Gedung.

(3)
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Paragraf 1

Seksi Perencanaan Bangunan Gedung

Pasal 28

(1) Seksi Perencanaan Bangunan Gedung dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi.

(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepatra Bidang dalam memimpin penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan pembinaan teknis perencanaan bangunan gedung.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Seksi Perencanaan Bangunan Gedung menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Perencanaan Bangunan Gedung;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan
bangunan gedung;

c. pelaksanaan perencanaan program pembangunan gedung
pemerintah;

d. pelaksanaan kegiatan studi, survei, investigasi, dan desain bangunan
gedung pemerintah;

e. pelaksanaan pengelolaan data survei, investigasi, dan desain
bangunan gedung pemerintah;

f. pelaksanaan penyusunan bahan pembinaan dan bantuan teknis
perencanaan bangunan gedung pemerintah;

g. pelaksanaan penyusunan bahan dan melaksanakan kajian
lingkungan bangunan gedung pemerintah;

h. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi
di lingkungan dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas
Seksi Perencanaan Bangunan Gedung.

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Seksi Perencanaan Bangu.nan Gedung;

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Perencanaan
. Bangunan Gedung;

k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yAng diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Konstruksi Bangunan Gedung

Pasal 29

(1) Seksi Konstruksi Bangunan Gedung dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang datram memimpin penyiapan bahan
pemmusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan pembinaan teknis konstruksi ban gunan gedung.
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(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Kepala
seksi Konstruksi Bangunan Gedung menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunar rencana kegiatan Seksi Konstruksi Bangunan Gedung;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis konstruksi bangunan

gedung;

c. pelaksanaan pengelolaan data konstruksi bangunan gedung
pemerintah;

d. pelaksanaan penJrusunan bahan pembinaan teknis konstruksi
bangunan gedung pemerintah;

e. pelaksanaan konstruksi bangunan gedung pemerintah;
f. pelaksanaan monitoring dan pengawasan bangunan gedung;
g. pelaksanaan fasilitasi bantuan teknik konstruksi bangunan gedung

pemerintah;

h. pelaksanaan koordinasi, konsultasi d.engan unit organisasi
di lingkungan dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas
Seksi Konstmksi Bangunan Gedung;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Seksi Konstruksi Bangunan Gedung;

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Konstruksi
Bangunan Gedung;

k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Pengendalian Bangunan Gedung

Pasal 30
Seksi Pengendalian Bangunan Gedung dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi.

Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam memimpin penyiipan bahan
perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan pembinaan teknis pengendalian bangunan gedung.
untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {2}, Kepala
seksi Pengendalian Bangunan Gedung menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan seksi pengendalian Bangunan
Gedung;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian
bangunan gedung;

c. pelaksanaan pengelolaan data konstruksi bangunan gedung;
d. pelaksanaan penyusllnan bahan rekomendasi teknis keandalan dan

laik fungsi bangunan gedung;'

(1)

(2)

(3)
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g.

h.
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26

pelaksanaan koordinasi dan memfasilitasi kegiatan tim ahli
bangunan gedung untuk keandalan dan laik fungsi bangunan;
pelaksanaan penyusunan bahan pembinaan teknis pengelolaan
bangunan gedung;

pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi
di lingkungan dinas danlatau lembaga lain yang terkait dengan tugas
Seksi Pengendalian Bangunan Gedung;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan seksi
Pengendalian Bangunan Gedung;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi pengendalian
Bangunan Gedung;

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Bidang Penataan Ruang dan penataan Bangunan

Pasal 31

Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang.

Kepala Bidang sebagaimana dimaksr.rd pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam memimpin penyusuna.n perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan pembinaan teknis bidang penataan ruang dan penataan
bangunan.

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Kepaia
Bidang Penataan Ruang dan penataan Bangunan menyelenggarakan
fungsi:

a. penyusuna.n program keda dan rencana anggaran Bidang penataan
Ruang dan Penataan Bangpnan;

b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
di bidang penataan ruang dan penataan bangunan;

c. penyiapan dan penyajian data dan informasi di bidang penataan
ruang dan penataan bangunan;

d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis dinas
di Bidang Penataan Ruang l)an penataan Bangunan;

e. pelaksanaan pembinaan teknis operasional di bidang Penataan
Ruang dan Penataan Bangunan;

f. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi
di lingkungan dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas
penataan ruang dan penataan bangunan;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahhn secara berkala di lingkungan
Bidang Penataa:: Ru.ang dan Penataan Bangunan;

(1)

(2t

(3)
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h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Penataan
Ruang dan Penataan Bangunan;

i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan ttrgas dan fungsinya.

(a) Daram menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (3),
Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan membawahkan:

Seksi Penataan Ruang;
Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

a.
b.
c.

(1)

{2t

Paragraf 1

Seksi Penataan Ruang

Pasal 32

Seksi Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam memimpin penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan pembi,naan teknis penataan ruang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Seksi Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Penataan Ruang;
b. penyiapan bahan perurlusan kebijakan teknis penataan ruan"g;
c. pelaksanaan pengelolaan data rencana rinci penataan ruang;
d. pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana rinci penataan ruang;
e. pelaksanaan penyusunan bahan pembinaan teknis Penataan Ruang;
f. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi

di lingkungan dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas
Seksi Penataan Ruang;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Seksi Penataan Ruang;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Penataan Ruang;
i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Penata.an Bangunan dan Lingkungan

Pasal 33

Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi.

Kepala Seksi sebagaimana climaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam memimpin penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan s-erta fasilitasi
pelaksanaan pembinaan teknis penataan bangunan dan lingkungan.

(3)

(1)

(2)
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(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(21, Kepala
seksi Penataan Bangun.an dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Penataan Bangunan dan

Lingkungan;

b. penyiapan bahan perumusan kebdakan teknis penata.an bangunan
dan lingkungan;

c. pelaksanaan pengelolaan data penataan bangunan dan lingkungan,
serta data rencana rinci penataan bangunan dan lingkungan;

d. penyusunan renca.na penataan bangunan dan lingkungan, dan
penyusunan bahan pembinaan teknis penataan bangunan dan
lingkungan;

e. pelaksanaan penyusunan pedoman teknis penataan bangunan;
f. pelaksanaan penelaahan, koordinasi dan rekomendasi penerbitan

Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

g. pelaksanaa.n pengolahan informasi pembinaan penataan bangunan
dan lingkungan;

h. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi
di lingkungan dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas
penataan bangunan dan lingkungan;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Penataan
. Bangunan dan Lingkungan;

k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Pengendalian Pemantiaatan Ruang

Pasal 34

Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi.

Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam memirnpin penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan pembinaan teknis pengendalian pemanfaatan ruang,
penataan bangunan dan lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {21, Kepala
Seksi Pengendali.an Pernanfaatan Ruang menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rerlcana kegiatan Seksi Pengendalian Pemanfaatan
Ruang;

b. pelaksanaan kebijakan d?, strategi operasional' di bidang
pengendalian pemanfaatan' ruang, penataan bangunan dan
lingkungan;

(1)

(2t

(3)
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c. pelaksanaan pengelolaan data pengendalian pemanfaatan ruang
penata.an bangunan dan lingkungan;

d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan
penataan bangunan dan iingkungan;

e. pelaksanaan tindaklanjut penertiban pemanfaatan ruang dan
penataan bangunan dan lingkungan;

f. pelaksanaan pernbinaan, bantuan teknis dan pelayanan umum
dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang dan penataan
bangunan dan lingkungan;

g. pelaksanaan fasilitasi pengaduan masyarakat yang berhubungan
dengan penataan bangunan dan lingkungan;

i.

pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi
di lingkungan dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas
pengendalian pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan
lingkungan;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi keda
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Seksi Pengendalian Pernanfaatan Ruang;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi pengend,alian
Pemanfaatan Ruang;

pelaksanaan tr,rgas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan

UPTD

Pasal 35
(1) Untuk melaksanakan sebagran kegiatan teknis operasional dan/atau

kegiatan teknis penunjang pada dinas dapat dibentuk UPTD.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja

UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Bupati.

Bagian Kesepuluh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

{1) Pada dinas dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan
dan/atau peraturan perundang undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan
sesuai dengan jenis jabatan fungsional yang telah ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang
keahliannya

ruang,

h.

J.

k.
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Setiap kelompok jabatam fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala
Dinas.
Jum1ah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban keda.
Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional ditetapkan berdasarkan
keten'tuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kes4tu

Umurn

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wqiib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Dinas maupun
dengan perangkat daerah terkait lainnya serta dengan semua unsur di
lingkungan pemerintah daerah.
sekretaris dan Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya
bertanggungiawab kepada Kepala Dinas.
Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugasnya bertanggungiawab
kepada sekretaris, dan Kepala seksi bertanggungiawab kepada Kepala
Bidangnya masing-masing.
Kepala Dinas, sekretaris, Kepala Bidang, Kepala subbagian, dan Kepa1a
seksi di lingkungan Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas
bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar
mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Kepala Dinas, sekretaris, Kepala Bidang, Kepala subbagian, dan Kepala
seksi di lingkungan Dinas bertanggungjawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan
bimbingan dan petunjuk bagr pelaksanaan tr.lgas.
Kepala Dinas, sekretaris, Kepala Bidang, Kepala subbagian, dan Kepala
Seksi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk
sesuai dengan visi dan misi dinas serta menjabarkannya dalam program
dan kegiatan operasional sesuai tugas dan fungsi serta
bertanggungi awab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan
laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu-waktu.
setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, sekretaris, Kepala
Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi di lingkungarl Dinas dari
bawahan masing-masing wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk dan atau
arahan kepada bawahan.

Kepala Dinas menyErmpaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.
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(9) Dalam menyampaikan laporan kepada Bupati, tembusan raporanKepala Dinas dapat disampaikan kepada satuan organisasi yang secarafungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Kedua

Hal Mewakili

Pasal 38
(1) sekretaris mewakili Kepala Dinas dalam batas-batas kewenangan yangdilimpahkan apabila Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya.
(2) Dalam hat sekretaris berhalangan melaksanakan tugas Kepala Dinasyang dimaksud pad? ayat (1) Kepala Dinas dapat r""niir,3rl salah satuKepala Bidang untuk melaksanat an tugas repala Dinas 

-sesuai 
dengankewenarigan yang dilimpahkan.

(3) Apabila seorang pinnpinan satuan organisasi di lingkungan Dinasberhalangan melaksanakan tugas, *aka yang bersangkutan dapatmenunjuk seorang pejabat satu tingkat lebih iendah di baw?hnya.

Pembiayaan dinas berasatr
serta sumber pembiayaan
perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 39

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 4O

lgts"r,gkatan dan pemberh.entian Kepala Dinas serta para pemangkujabatan lainnya dalam ringkungan birru.* dilakukan '*"*r.i denganketentuan dan/atau peraturan perund,ang- undangan.
Kepal,a Dinas bgrtanggungjawab dalam hal perencanaan, pengelolaan
dan pembinaan kepegawaian.

(3) Perencanaan, pengetrolaan dan pembinaan kepegawaian sebagaimanadimaksud pada- ayat (21 dilaksanakan 
"""L.I dengan ketentuanperaturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ma.ka:
1. Peraturan Bupati cianJ'ur Nomor 13 Tahun 2oog tentang T\rgas, Fungsidan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas eJtcer3aan UmumBina Marga (Berita Daerah Kabupaten Cianjrir Tahun 2AOg Nomor 13);

(1)

{2t
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2. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 09 Tahun 2009 tentang T\rgas, Fungsi
dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber
Daya Air dan Pertambangan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun
2009 Nomor 09);

3. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2010 tentang Thgas, Fungsi
dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Tata nuang dan
Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor SZ),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupiten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 16 Desember 2016

BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 16 Desember 2016

ETARIS DAERAH
ATEN CIANJUR,

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHI-IN 2016 NOMOR 6I
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